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ABSTRAK
Proyek pembangunan jalan tol yang melibatkan tanah wakaf, sering menjadi problem bagi hukum wakaf. Satu sisi, tanah wakaf tidak boleh ditukar, dijualbelikan atau diganti dengan harta lain, namun di sisi lain, proyek jalan tol harus mengganti tanah wakaf untuk kepentingan negara. Tulisan akan menganalis hambatan penyelesaian sengketa tanah wakaf  pada proyek pembangunan jalan tol di Kabupaten Jombang dan solusinya. Manfaat penelitian dapat memberikan ide/gagasan pemerintah dalam menentukan kebijakan penyelesaian tanah wakaf untuk proyek jalan tol. Jenis penelitian field research, metode pendekatannya yuridis empiris, data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Hasil penelitian menjelaskan bahwa hambatan penyelesaian sengketa tanah wakaf pada pembangunan jalan tol, yakni; pada proses pemberian ganti kerugian tanah wakaf, kurang efektifnya pelayanan pemberian ijin pertukaran tanah wakaf dari Kemenag Provinsi Jawa Timur, kurang koordinasi antara Kemenag, BWI, Kementrian PUTR dan BPN, terdapat nadzir yang sudah meninggal dunia,dan kesalahpahaman masyarakat tentang boleh tidaknya penggantian harta wakaf. Solusi yuridisnya; melalui pembentukan nadzir, BWI dan pihak proyek jalan tol bekerjasama menyelesaikan pengadaan jalan tol, Kemenag Provinsi Jawa Timur dan BWI segera menerbitkan surat izin ruislag tanah wakaf, dan penggantian tanah wakaf dengan uang kepada nadzir untuk dibelikan tanah dan membangan tempat ibadah, atau mengganti tanah wakaf dengan wakaf produktif, yang menghasilkan surplus berkelanjutan.
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ABSTRACT
Toll road construction projects involving donated land are often a problem for waqf law. On the one hand, the donated land cannot be exchanged, traded or replaced with other assets, however, toll road projects must replace the donated land for the benefit of the state. This paper will analyze the obstacles to resolving waqf land disputes in toll road construction projects in Jombang Regency and their solutions. The benefits of research can provide ideas / ideas for the government in determining the policy for the settlement of waqf land for toll road projects. This type of research is field research, the method is juridical empirical approach, the data used are primary and secondary data. The results of the study explain that the obstacles to the settlement of waqf land disputes in toll road construction, namely; Obstacles in the process of giving compensation for donated land, the ineffective service for granting a donated land exchange permit from the Minister of Religion of East Java Province, lack of coordination between the Ministry of Religion, BWI, Ministry of PUTR and BPN, there are nadzirs who have passed away, and public misconceptions about whether or not to replace waqf assets. The juridical solution was that the formation of nadzir, BWI and the toll road project team collaborated to complete toll road procurement, the Ministry of Religion of East Java Province immediately issued a permit for waqf land, and replaced the donated land with money to nadzir to buy land and build places of worship, or replace the donated land. with productive waqf, which results in a sustainable surplus.

Key Words: Legal Problems, Dispute Resolution, Waqf Land, Toll Road Projects.


2

A. PENDAHULUAN
[bookmark: _GoBack]Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 18 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menjelaskan bahwa hak atas tanah boleh dicabut apabila untuk kepentingan umum, temasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari masyarakat. Pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum tersebut dilakukan dengan memberikan ganti kerugian yang layak sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kepentingan umum yang dimaksud adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Pasal 1 Angka 5.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum). Pasal 10 UU Nomor 2 Tahun 2012 menyebutkan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) digunakan untuk pembangunan pertahanan dan keamanan nasional, fasilitas umum, fasilitas sosial, jaringan telekomunikasi, pembangkit listrik, rumah sakit pemerintah, jalan umum, jalan tol, fasilitas operasi kereta api dan lain-lain.
Salah satu contoh pencabutan tanah untuk kepentingan umum adalah pengadaan tanah untuk mega Proyek Jalan Tol Trans Jawa yang merupakan penghubung antara Anyer dan Banyuwangi. Proyek tersebut senilai Rp 46,77 triliun, yang telah digagas sejak tahun 1990-an. Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa akan melewati empat provinsi dan memiliki lima belas ruas tol. Jalan tol ini nantinya akan  menyatu dengan tujuh ruas tol yang telah beroperasi terlebih dahulu yaitu, Jakarta-Anyer, Tol dalam Kota Jakarta, Jakarta Outer Ring Road, Jakarta-Cikampek, Cirebon-Kanci, Semarang Ring Road, dan Surabaya-Gempol.[footnoteRef:1] Salah satu ruas tol yang menjadi bagian dari Mega Proyek Jalan Tol Trans Jawa ialah Jalan Tol Ruas Mojokerto-Kertosono dan Kerosono-Mantingan II yang berada di wilayah Kabupaten Jombang Jawa Timur. Mega Proyek ini telah di sosialisasikan pada tahun 2006. Pembangun skala besar ini tidak lepas dari banyaknya lahan yang dibutuhkan. Jalan Tol Mojokerto-Kertosono dan Kertosono-Mantingan II membutuhkan tanah seluas 2.661.875 m2 dengan 3.659 bidang tanah yang diperlukan. Oleh karena itu, pengadaan tanah diperlukan untuk menunjang pembangunan jalan tol khususnya di Kabupaten Jombang.[footnoteRef:2] [1: Finance.detik, Ruas Mojokerto-Kertosono Di Resmikan Jokowi Besok, hhtps://finance.detik.com/berita, diakses pada 9 November 2018.]  [2:  Progres Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Kabupaten Jombang April 2016, Jombang: Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang 2016, halaman 3.
] 

Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum yang dilaksanakan di Ruas Jalan Tol Mojokerto-Kertosono dan Kertosono–Mantingan II telah selesai dikerjakan pada ahkir Desember 2017 tahun lalu. Namun, sejumlah permasalahan belum terselesaikan, terutama permasalahan ganti kerugian yang layak untuk tanah wakaf yang menjadi bagian dari Mega Proyek Jalan Tol di ruas tersebut. Wakaf tanah merupakan ibadah sosial di dalam Islam yang erat hubungannya dengan Hukum Agraria, yakni menyangkut permasalah atas bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, permasalahan wakaf tanah ini selain terkait dengan aturan-aturan yang terdapat dalam hukum agama (Islam), juga terkait dalam aturan Hukum Agraria Nasional.[footnoteRef:3]  [3:  Taufik Hamami, Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional, Jakarta: PT. Tatanusa, 2003, halaman 4.] 

Hukum Agraria mengatur peralihan hak atas tanah yang dapat dilakukan melalui cara jual beli, tukar-menukar, hibah, wasiat, waris dan wakaf. Peralihan hak dengan cara wakaf ini bersifat kekal, abadi dan untuk selamanya. Hak milik yang telah dialihkan kepada pihak lain (masyarakat) dengan cara wakaf, mengakibatkan tanah tersebut terlembagakan untuk selamanya dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Baik melalui cara jual beli, tukar-menukar, hibah atau cara lainnya, kecuali ada alasan hukum yang memperbolehkan.[footnoteRef:4] [4:   Ibid..] 

Pertukaran tanah wakaf telah dijelaskan dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf, yakni penukaran harta benda wakaf dapat dilakukan dengan izin tertulis dari Menteri Agama berdasarkan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Izin tertulis tersebut dapat diberikan dengan pertimbangan apabila, harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
Terhambatnya pemberian ganti kerugian di ruas jalan tol Mojokerto – Kertosono dan Kertosono – Mantingan II disebabkan oleh tidak adanya kesepakatan nilai uang ganti kerugian.  Proses pemberian ganti kerugian seharusnya dilaksanakan terlebih dahulu sebelum pelepasan tanah. Namun, dalam kasus jalan tol ruas Mojokerto-Kertosono dan Kertosono-Mantingan II ini pemberian ganti kerugian untuk tanah wakaf belum juga terselesaikan. Meskipun ruas jalan tol Mojokerto – Kertosono dan Kertosono – Mantingan II telah terselesaikan pembangunannya dan telah resmi beroperasi.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dipahami bahwa pertukaran tanah wakaf untuk kepentingan umum pada ruas jalan tol, mengalami permasalahan yang menjadikan pembangunan proyek jalan tol menjadi terhambat. Pada aturan tentang pencabutan tanah untuk kepentingan hukum ada dasarnya. Namun, terkait benda wakaf yang asasnya menjelaskan bahwa harta wakaf tidak boleh ditukar, dijualbelikan, diganti, dipindahkan, kecuali sesuai dengan aturan hukum, pada prakteknya mengalami hambatan. Satu sisi, proyek jalan tol ditarget dengan waktu penyelesaian pembangunan, namun di sisi lain proses pencabutan tanah wakaf untuk kepentingan jalan tol mengalami hambatan pada penggantian tanah wakaf, nadzir yang mengurusi benda wakaf, dan aturan hukum ijin penggantian tanah wakaf berproses lama. Hal demikianlah, yang menjadikan penelitian tentang hambatan penyelesaian sengketa tanah wakaf pada proyek pembangunan jalan tol Kabupaten Jombang dan solusinya penting dilaksanakan. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah hambatan penyelesaian sengketa tanah wakaf pada proyek pembangunan jalan tol Kabupaten Jombang dan solusinya.   Tujuan penulisan untuk menganalis tentang hambatan hukum penyelesaian tanah wakaf pada proyek pembangunan jalan tol di Kabupaten Jombang dan upaya penyelesaiannya. Manfaatnya dapat memberikan ide gagasan pada pemerintah untuk menentukan kebijakan sebagai upaya penyelesaian tanah wakaf untuk proyek jalan tol.
B. METODE PENELITIAN
	Penelitian ini termasuk gabungan kategori penelitian pustaka dan penelitian lapangan atau disebut juga dengan istilah field research karena pengumpulan data diperoleh dari sumber pustaka dan diperoleh secara langsung pada lokasi penelitian. Metode pendekatan penelitian menggunakan yuridis empiris,[footnoteRef:5] karena dalam penelitian ini akan berusaha mencari dan menemukan sampai sejauh mana implementasi hukum wakaf dan hukum agraria yang berlaku di Indonesia. Pendekatan yuridis adalah analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah.[footnoteRef:6] Pendekatan empiris merupakan cara pendekatan fakta yang ada melalui pengamatan dan penelitian di lapangan kemudian dikaji dengan mengkaitkan antara aturan perundang-undangan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat[footnoteRef:7].   [5:  Soejono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 1984, halaman 42.]  [6:  Ronny Hanitijo, Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Semarang: Ghalia Indonesia, 1988, halaman 11.]  [7:  Ronny Hanitijo,  Ibid, halaman 10.] 

	Spesifikasi penelitian menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis, artinya pada penelitian ini terdapat kegiatan yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci, menyeluruh dan sistematik mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan proses pemberian ganti kerugian tanah wakaf di ruas jalan tol Mojokerto-Kertosono dan Kertosono-Mantingan II di Kabupaten Jombang.[footnoteRef:8] Selanjutnya, dianalisis secara kualitatif yakni analisis yang mendasarkan pada adanya hubungan antara penyelesaian sengketa tanah wakaf dan pembangunan jalan tol. Hubungan ini sangat penting karena, semua data yang terkumpul akan diidentifikasi, diolah, dan diedit serta disusun secara sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian.  [8:  R.A. Granita Ramadhani, Analisa Aspek Metodelogi, Jakarta: Universitas Indonesia, 2009, halaman 54.] 

	Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer   diperoleh secara langsung melalui wawancara dari sumber utama, yakni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Jombang, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Jombang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Nazhir tanah wakaf yang terkena ruas jalan tol Mojokerto-Kertosono dan Kertosno-Mantingan II. 
	Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku hukum, jurnal hukum, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dibagi menjadi tiga, yakni; bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan obyek penelitian, seperti; UU No. 2/ 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, UU No. 41/ 2004 tentang Wakaf, PP No. 25/ 2018 Tentang Perubahan Atas PP. No. 42/2006 Peraturan Pelaksanaan UU Wakaf, PP No.71/2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Bahan hukum bahan hukum sekunder terdiri bahan bacaan hukum yang berkaitan dengan tema penelitian, yakni hukum wakaf, penyelesaian sengketa wakaf, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan hukum tanah.[footnoteRef:9] Bahan hukum tersier terdiri dari buku, makalah, majalah, bahan-bahan non hukum yang menunjang bahan hukum primer dan sekunder, serta berita-berita dan artikel di media massa, baik media cetak maupun media elektronik. [9:  Ronny Hanitijo Soemitro, Op.cit, halaman 53.] 

		
C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Hambatan Hukum Penyelesaian Tanah Wakaf Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Di Kabupaten Jombang 
	Pasal 40 UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menegaskan bahwa harta benda wakaf dilarang untuk dujual, diwariskan, dihibahkan, dijadikan jaminan, disita, ditukarkan, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Semua bentuk transaksi tersebut, tidak boleh dilakukan pada tanah wakaf, karena pada dasarnya tanah wakaf harus bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara abadi. Namun, pada kasus tanah wakaf yang ditukar untuk kepentingan proyek pembangunan jalan tol, di mana proyek tersebut juga untuk kepentingan umum atau masyarakat. Maka, penukaran harta wakaf diperbolehkan, apabila memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan atau syarat-syarat lain yang telah ditentukan dan telah memperoleh izin dari Menteri Agama.[footnoteRef:10]  [10:  Menteri Agama merupakan pejabat negara yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengurusi persoalan, pelaksanaan dan perkembangan perwakafan di Indonesia. Oleh karena itu, kementrian inilah yang berwenang mengeluarkan surat ijin pertukaran harta wakaf untuk proyek jalan tol .
 ] 

	Undang-undang telah menjamin penukaran harta benda wakaf sedemikian rupa agar harta benda wakaf tidak hilang dan manfaanya tetap dapat digunakan secara terus-menerus. Kasus penukaran harta benda wakaf di Indonesia memiliki alasan yang berbeda-beda yang dapat diklasifikasi kepada tiga alasan yaitu, harta benda wakaf digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rancangan Umum Tata Ruang (RUTR), harta benda wakaf tidak dapat digunakan sesuai dengan ikrar wakaf, dan penukaran harta benda wakaf dilakukan untuk keperluan agama secara langsung dan mendesak.[footnoteRef:11] Penukaran harta benda wakaf karena alasan untuk kepentingan umum diperioritaskan untuk memperoleh izin Menteri Agama karena alasan yang melatar belakangi terjadinya penukaran harta benda wakaf adalah kepentingan umum. Hal tersebut jelas disebutkan dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 41. Dilihat dari ketentuan fikih, UU Nomor 41 Tahun 2004 mengikuti pendapat mazhab Maliki yang melarang penukaran harta benda yang masih bermanfaat kecuali dalam kondisi darurat karena jika dilarang akan mendatangkan masalah yang besar kepada masyarakat umum. [11:  Fahruroji, Tukar Guling Tanah Wakaf Menurut Fikih dan Peraturan Perundang-Undangan,  Juni 2016, halaman 122.] 

	Penukaran harta benda wakaf yang dilakukan di Kabupaten Jombang dilaksanakan karena kepentingan umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTUR). Pelaksanaan penukaran harta benda wakaf karena kepentingan umum harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan syariah. Pasal 17 Ayat (2) Perpres 71 Tahun 2012 menjelaskan bahwa pihak yang berhak untuk pendataan awal lokasi yaitu pemegang hak atas tanah, pemegang pengelolaan, nazhir untuk tanah wakaf, pemilik tanah bekas milik adat, masyarakat hukum adat, pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik, pemegang dasar penguasaan atas tanah, dan/atau pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah. Pasal 17 Ayat (2) Perpres Nomor 71 Tahun 2012 huruf (c ) jelas menyebutkan nazhir untuk tanah wakaf, sehingga Pasal 17 Ayat (2) huruf (c ) Perpres Nomor 71 Tahun 2018 mengakui adanya nazhir tanah wakaf sebagai pihak yang berhak untuk pendataan tanah wakaf.
	Namun pada kenyataanya, penukaran harta benda wakaf dalam pelaksanaan pengadaan atau pembangunan proyek jalan tol untuk kepentingan umum masih menyisakan permasalahan sehingga menghambat proses penukaran harta benda wakaf. Hambatan tersebut antara lain; pertama, adalah pada pemahaman nadzir dan masyarakat tentang boleh tidaknya pertukaran harta wakaf, di mana sebagian besar nadzir dan masyarakat memahami bahwa harta wakaf tidak boleh dirubah, diganti atau ditukar pada harta lain. Hal demikianlah, yang menghambat pelaksanaan penyelesaian masalah pertukaran harta wakaf untuk kepentingan umum, sehingga menjadi sengketa yang memerlukan waktu lama dalam penyelesaiannya. Kedua, surat izin atau rekomendasi dari Menteri Agama tentang penukaran tanah wakaf belum terbit, sementara proyek jalan tol dibatasi waktu dan anggarannya. Terkendalanya pelepasan tanah wakaf di ruas tol Mojokerto-Kertosono dan Kertosono-Mantingan II, karena izin atau rekomendasi pemberian ganti kerugian tanah wakaf atau ruislag tanah wakaf dari Menteri Agama belum terbit. Hal ini di akibatkan dalam proses perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol di ruas Mojokerto-Kertosono dan Kertosono-Mantingan II belum teridentifikasi. Dari jumlah sembilan tanah tanah wakaf dan hanya satu tanah wakaf saja yang telah teridentifikasi, berarti masih ada delapan tanah yang belum teridentifikasi, sehingga menghambat pembangunan proyek jalan tol.[footnoteRef:12] Tanah wakaf yang terdapat di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben, dengan luas tanah yang terkena pembangunan jalan tol seluas adalah 534 m2 dari luas seluruhnya yaitu 1.390 m2 dengan jenis tanah wakaf berupa tanah sawah, yang hasilnya digunakan untuk kemakmuran masjid. [12:  Ibid. ] 

	Ketiga, keabsahan nazhir, terdapat nadzir tanah wakaf di ruas Mojokerto-Kertosono dan Kertosono-Mantingan II, yang sudah tidak ada atau telah meninggal dunia. Padahal nadzir adalah orang yang diberi wewenang untuk menjaga kelestarian dan kemanfaatan harta wakaf. Nazhir tanah wakaf yang sudah tidak ada atau telah meninggal dunia terdapat di Desa Kedungbetik dan Desa Kedungmlati. Pergantian nazhir yang sudah tidak ada atau telah meninggal di masyarakat Kabupaten Jombang kurang diperhatikan, dan dalam pergantian nazhir masyarakat hanya melakukannya secara simbolis dengan menunjuk secara langsung tanpa musyawarah, dan tidak mengajukannya secara formal ke Kantor Urusan Agama setempat. Sosialisasi pergantian nazhir telah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama setempat dengan cara membagikan selembaran kepada nazhir, namun karena masyarakat Desa Kedungbetik dan Kedungmlati menganggap pergantian nazhir tidak perlu dilakukan secara formal, maka masyarakat hanya mengganti nazhir secara simbolis tanpa mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama. Sehingga pada saat adanya pengadaan tanah wakaf untuk pembangunan jalan tol di ruas Mojokerto-Kertosono dan Kertosono-Mantingan II, nazhir Desa Kedungbetik dan Kedungmlati baru. Tokoh agama mengadakan musyawarah penggantian nazhir, dan yang ditunjuk mengganti nadzir, kemudian didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat. Hal inilah yang menghambat proses pelepasan tanah wakaf dan proses ganti kerugian tanah wakaf atau ruislag tanah wakaf di ruas jalan to Mojokerto-Kertosono dan Kertosono-Mantingan II. Dengan demikian, secara yuridis tanah wakaf yang ada ruas jalan tol Mojokerto-Kertosono, sebagian besar tidak ada penanggung jawabnya, sehingga rentan terjadi sengketa apabila tidak ada yang mengontrolnya. 
	Keempat,  terkendalanya proses pencarian tanah pengganti atau relokasi tanah wakaf yang sesuai dengan nilai dan luasan yang telah ditaksir oleh appraisal.[footnoteRef:13] Proses pengadaan tanah wakaf untuk pembangunan jalan tol di ruas Mojokerto-Kertosono dan Kertosono-Mantingan II yaitu terkendalanya proses pencarian tanah pengganti yang sesuai dengan nilai dan luas tanah wakaf yang terkena pembangunan jalan tol.  Pasal 50 PP Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, menjelaskan bahwa nilai dan manfaat harta penukar benda wakaf ditetapkan oleh Kepala Kantor berdasarkan rekomendasi tim penetapan. Namun, masyarakat atau nazhir tanah wakaf tidak menghendaki harga yang telah ditentukan oleh appraisal. Tanah wakaf yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol di Kabupaten Jombang sebagian besar berupa tanah sawah yang digunakan untuk kemakmuran masjid dan pesantren sehingga luas tanahnya di bawah 1000 m2. Tanah sawah yang dijual di masyarakat umumnya dijual dengan luas 1 (satu) petak atau ¼ hektar, sedangkan tanah wakaf yang terkena pengadaan tanah untuk jalan tol luasnya tidak mencapai 1000 m2. Sehingga, nazhir tanah wakaf yang terkena pembangunan jalan tol kesulitan untuk mencari tanah pengganti yang luasnya sama dan harganya sesuai dengan harga yang telah ditaksir oleh appresial. [13:  Supakun, Wawancara, Anggota Tim Pengadaan Tanah, Jombang: 3 Januari 2019.] 

	Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hambatan penyelesaian sengketa wakaf hukum penyelesaian sengketa tanah wakaf pada proyek pembangunan jalan tol di Kabupaten Jombang, adalah; pemahaman masyarakat tentang boleh tidaknya penukaran dan penggantian tanah wakaf, birokrasi pemerintah (Kementrian Agama dan Badan Wakaf Indonesia) tentang pemberian ijin penukaran dan penggantian tanah wakaf, keadaan nadzir wakaf yang sudah meninggal dunia sehingga yang mengurusi harta wakaf belum ada, dan penggantian harta wakaf yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sulit dilaksanakan.   
	
2. Solusi Hukum Hambatan Penyelesaian Tanah Wakaf Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Di Kabupaten Jombang
	Berdasarkan paparan hasil penelitian di atas, menjelaskan bahwa hambatan penyelesaian sengketa tanah wakaf pada pembangunan proyek jalan tol, terdapat pada; kesalahpahaman masyarakat tentang boleh tidaknya harta wakaf atau dipindahkan atau diganti ke tempat lain, ketidakefektifan pelayanan pemerintah dalam memproses perijian pertukaran harta wakaf, eksistensi nadzir pada pemeliharaan dan pengelolaan harta wakaf, dan persyaratan penggantian harta wakaf yang sulit diwujudkan.
	Hambatan permasalahan di atas harus diselesaikan melalui beberapa pendekatan, supaya harta wakaf masih tetap ada dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Apabila permasalahan penukaran harta wakaf untuk keperluan proyek jalan tol di Kabupaten Jombang tidak terselesaikan, maka hukum wakaf akan kehilangan tujuannya untuk menegakkan keadilan, karena tidak mampu mewujudkan ketertiban dan kedamaian di masyarakat. Selain itu, hukum juga tidak mampu melindungi harta wakaf yang sangat bermanfaat di masyarakat, misalnya; untuk kepentingan ibadah, belajar agama, dan lainnya yang notabenen untuk kesejahteraan masyarakat. Upaya pendekatan penyelesaian beberapa hambatan di atas, adalah;
1. Pendekatan Hukum (yuridis), upaya penyelesaian hambatan pertukaran harta wakaf untuk keperluan proyek jalan tol Kabupaten Jombang melalui aturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pendekatan ini digunakan untuk menjawab hambatan pada masalah kesalahpahaman masyarakat dalam boleh tidaknya penukaran harta wakaf. Aturan perundang-undangan tersebut terdapat dalam UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 40 dan 41, penjelasannya adalah harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang, dijadikan jaminan; disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. (Pasal 40 UU Wakaf), kecuali untuk  kepentingan umum yang sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah (Pasal 41 Ayat (1)). Pelaksanaannya hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Kementeri Agama atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat Jakarta (Pasal 41 Ayat (2). Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena alasan di atas, wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. 
	Ketentuan mengenai penukaran harta benda wakaf diatur lebih lanjut dengan Pasal 49 sampai Pasal 52 PP No. 25 Tahun 2018, yang menjelaskan secara lebih rinci tentang prosedur penukaran harta tanah wakaf guna pembangunan proyek jalan tol. Pada aturan tersebut menjelaskan bahwa penukaran tanah yang lebih dari 5000 m2 harus ada ijin dari BWI Pusat Jakarta, sedangkan penukaran harta tanah wakaf yang kurang dari 5000 m2, maka surat ijin diberikan pada BWI propinsi dan Kementrian Agama Tingkat Propinsi. Sedangkan penentuan nilai harga tanah wakaf ditentukan oleh tim ahli penilai harga tanah yang berasal dari pemerintah yang berwenang setempat. Aturan ini juga mengatur ketentuan tanah pengganti tanah wakaf, di mana tanah wakaf pengganti letaknya harus strategis, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, tidak jauh dari harta wakaf asal, harus ada bukti kepemilikan yang sah, dan setelah resmi menjadi tanah wakaf pengganti harus disertifikatkan menjadi tanah wakaf atas nama nadzir. Apabila aturan di atas dipahami, maka masyarakat akan mengetahui aturan hukum tentang bolehna penukaran tanah wakaf untuk pembangunan jalan tol. Jika perlu ditambah aturan fiqh wakaf yang menjelaskan tentang pendapat Imam Maliki yang membolehkan penukaran tanah wakaf untuk kemashlahatan, sehingga tidak terjadi salah paham lagi
	Pada hambatan penyelesaian hambatan pertukaran harta wakaf untuk keperluan proyek jalan tol Kabupaten Jombang tentang keadaan nadzir yang belum ditetapkan secara formal. Maka penyelesaiannya adalah melalui sosialisasi pergantian nadzir yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), dengan cara pihak KUA  membagikan selembaran kepada masyarakat yang bersedia menjadi nazhir. Setelah itu, menetapkan tiga sampai lima nadhir yang bertanggungjawab menyelesaikan sengketa wakaf. Diharapkan Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur segera menerbitkan permohonan pergantian nazhir, agar nazhir dapat secara sah meindungi tanah wakaf. Keberadaan nadzir, secara yuridis telah mensahkan harta wakaf secara legal, sehingga yang bertanggungjawab dan melestarikan kemanfaatan harta wakaf telah ada. 
2. Pendekatan Sosial (sosiologis), yakni pendekatan penyelesaian hambatan pertukaran harta wakaf untuk keperluan proyek jalan tol Kabupaten Jombang melalui perbuatan yang harus dilakukan untuk mengganti tanah wakaf supaya tetap digunakan warga masyarakat. Tanah wakaf pada dasarnya adalah tanah wakif yang diserahkan kepada nazhir untuk dikelola guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Proses ganti kerugian tanah wakaf, seharusnya lebih di utamakan karena tanah wakaf milik umat Islam bersama, dengan adanya pengadaan tanah wakaf untuk pembangunan jalan tol proses ibadah ataupun manfaat produktif dari wakaf terganggu. Oleh karena itu, harus secepatnya dilakukan penukaran tanah wakaf, untuk memberikan hak masyarakat menggunakan tanah wakaf.
	Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, menunjukkan bahwa tanah wakaf yang terkena pembangunan jalan tol di ruas Mojokerto-Kertosono dan Kertosono-Mantingan II sebagian besar berupa tanah sawah yang manfaatnya digunakan untuk kemakmuran masjid, pesantren, dan sekolah. Keadaan tersebut tidak berdampak besar seperti halnya wakaf masjid atau musholla, karena wakaf masjid ataupun musholla digunakan untuk masyarakat dalam proses ibadah sehari-hari. Sehingga ketentuan dalam Pasal 51A Ayat (3) huruf (b) Perpres 71 Tahun 2012 yaitu menyiapkan tanah dan/atau bangunan sementara perlu diperhatikan oleh Kementerian PUPR.
	Walaupun begitu, untuk memudahkan proses pertukaran tanah wakaf, hendaklah Kementerian PUPR sebagai instansi yang memerlukan tanah seharusnya telah mengidentifikasi dari awal perencanaan pembangunan jalan tol. Pasal 3 Perpres Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menjelaskan bahwa, setiap instansi yang memerlukan tanah wajib membuat rencana pengadaan tanah. Pasal 16 Perpres 71 Tahun 2012 menjelaskan bahwa pendataan awal lokasi rencana pembangunan di perlukan sebagai kegiatan pengumpulan data awal pihak yang berhak dan obyek pengadaan tanah. Dengan demikian pihak Kementrian PUPR, harusnya berkomunikasi baik dengan pihak Kementrian Agama Jawa Timur untuk percepatan proses perijinan penukaran tanah wakaf. Hal demikian, dilakukan agar KEMENAG segera menerbitkan izin ganti kerugian tanah wakaf di Kabupaten Jombang, agar masyarakat sekitar tanah wakaf khususnya untuk tanah wakaf yang berupa masjid atau musholla, dapat menjalankan proses ibadah mereka seperti semula. 
	Namun, untuk menerbitkan perijinan tersebut, Kementrian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), harus mempertimbangkan beberapa hal; Pertama, Kementrian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) harus bisa memastikan bahwa perubahan harta benda wakaf digunakan untuk kepentingan umum sesuai Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan sesuai peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan syariah. Kedua, apakah harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf. Ketiga, memastikan bahwa pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.
	Selain itu, Kementrian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) juga harus melihat pada harta benda yang diwakafkan. Pertama, harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai peraturan perundang-undangan. Kedua, nilai dan manfaat harta benda penukar sebaiknya lebih tinggi, atau setidak-tidaknya sama dengan harta benda wakaf semula. Ini berarti bahwa perbuatan hukum yang mengakibatkan perubahan status hukum harta benda wakaf tidak bisa sembarangan dilakukan. Hal demikian, dikarenakan Kementrian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) memahami bahwa semua kebijakan membawa  implikasi hukum perdata, agama, dan pidana.
3. Pendekatan keadilan  (filosofis), yakni pendekatan hambatan penyelesaian pertukaran harta wakaf untuk keperluan proyek jalan tol di Kabupaten Jombang dengan melihat substansi dan tujuan hukum, karena keduanya merupakan hakekat dari keadilan. Keadilan merupakan perbuatan untuk mewujudkan tujuan hukum, yakni melindungi dan memberikan hak pada masyarakat sesuai dengan proporsinya, mewujudkan perdamaian, mewujudkan supaya masyarakat taat dan patuh pada hukum. Kaitannya dengan penyelesaian pertukaran harta wakaf untuk kepentingan proyek jalan tol di Kabupaten Jombang, maka teori yang digunakan pada masalah ini adalah teori legal sistem dari Lawrence M. Friedman.. Teori ini menjelaskan bahwa hukum harus dipahami sebagai suatu sistem yang penegakkannya dipengaruhi oleh tiga komponen, yakni; legal structure, legal substantion, dan legal culture.[footnoteRef:14] Legal substantion adalah sistem penegakan hukum dengan melihat pada aturan perundang-undangannya atau hukumnya. Pada masalah ini, hukum yang digunakan adalah hukum wakaf dan hukum pengadaan tanah, hukum wakaf berdasarkan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 25 Tahun 2018, sedangkan hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Perpres No. 71 Tahun 2012. Apabila kedua hukum tersebut berjalan secara harmonis, dapat diimplementasikan di masyarakat, maka hal tersebut termasuk upaya penegakan hukum. Walaupun implementasi hukum tersebut belum berjalan lancar, namun melalui penetapan kebijakan tokoh masyarakat dan tokoh agama, maka hambatan dapat diselesaikan, misalnya; pihak KUA didampingi tokoh agama mengupayakan legalitas nadzir untuk pengurusan harta wakaf, menyamakan persepsi pemahaman masyarakat tentang bolehnya pertukaran harta wakaf menurut Pasal 41 UU Wakaf dan fiqh wakaf.  [14:  Lawrence M. Friedman, The Legal System A Sosial Science Perspektive, New York, Russel Sage Foundation, 1975, diterjemahkan oleh M.Khozin, Sistem Hukumn, Perspektif Ilmu Sosial, Bandung, Nusa Media, 2011, hal 15-17. Wicipto Setiadi, Penegakan Hukum; Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Jurnal Majalah Hukum Nasional Volume 1 No.2 Tahun 2018, ISSN. 0126-0227, hal. 8.] 

Selain itu, keadilan hukum juga diwujudkan melalui eksistensi lembaga wakaf dan lembaga Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam mewujudkan kelancaran pembangunan proyek jalan tol. Lembaga wakaf, yakni KEMENAG dan BWI, diharapkan memberikan pelayanan yang baik guna memberikan kemudahan ijin dalam pertukaran harta wakaf untuk kepentingan jalan tol, misalnya; pemberian ijin jangan terlalu lama, tidak mempersulit, dan tidak bertentangan dengan asas hukum wakaf dan asas hukum pengadaan tanah. Lembaga pertanahan yakni; Kementrian PUPR dan BPN, diharapkan dapat mengantisipasi supaya proyek pengadaan tanah untuk jalan tol tidak mengalami hambatan, baik dari sosial masyarakat, keyakinan keagamaan, maupun lembaga pemerintah, misalnya; penggantian tanah wakaf minimal sesuai dengan nilai harga tanah wakaf, penggantian tanah wakaf disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, dan terjadi komunikasi harmonis antara pihak stackholder wakaf dengan pihak proyek pengadaan tanah untuk kepentingan proyek jalan tol.
Bentuk ganti rugi tanah sebaiknya dapat langsung berupa uang yang diberikan kepada nazhir, sehingga nazhir dapat mencari tanah sendiri yang dapat digunakan untuk pembangunan tempat ibadah sesuai dengan tanah dan benuk bangunan sebelum terkena pembangunan jalan tol. Atau dengan diganti wakaf produktif lainnya seperti wakaf toko, wakaf rumah makan, ataupun wakaf ternak yang menghasilkan surplus berkelanjutan. Hal yang sangat penting adalah koordinasi antara pihak terkait pengadaan tanah wakaf untuk kepentingan umum khususnya koordinasi antara BWI dengan nazhir untuk mengontrol kinerja nazhir apabila ada sengketa mengenai permasalahan pengadaan tanah wakaf untuk kepentingan umum agar dapat segera diselesaiakan.
Perwujudan keadilan hukum, juga dapat dilakukan melalui sosialisasi hukum kepada masyarakat tentang pertukaran harta wakaf dan keabsahan hukum wakaf, yang di dalamnya ada legalitas nadhir, sehingga masyarakat akan membantu pemerintah dalam kelancaran pembangunan jalan tol tanpa melanggar aturan hukum wakaf. 
D. SIMPULAN
	Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengadaan tanah wakaf  untuk pembangunan jalan tol di ruas Mojokerto-Kertosono dan Kertosono-Mantingan II di Kabupaten Jombang sudah diatur dalam hukum Pasal 40 dan 41 UU Wakaf, PP No. 25 Tahun 2018, Pasal 18 dan Pasal 3 UU Nomor 2 Tahun 2012 dan Perpres No. 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Namun, pelaksanaannya terdapat  beberapa hambatan, yakni; hambatan dalam proses pemberian ganti kerugian tanah wakaf, kurang efektifnya pelayanan pemberian ijin pertukaran tanah wakaf dari Menteri Agama atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, kurang koordinasi antara Kementrian Agama, BWI, Kementrian PUTR dan BPN, dan terdapat nadzir yang sudah meninggal dunia sehingga terdapat kendala dalam pengurusan harta wakaf, serta terdapat kesalahpahaman bagi masyarakat tentang boleh tidaknya penggantian harta wakaf. 
	Hambatan di atas harus diselesaikan, solusi yuridisnya adalah melalui pendekatan hukum (yuridis), sosial (sosiologis), dan keadilan (filosofis). Pendekatan yuridis yakni upaya penyelesaian hambatan penggantian tanah wakaf untuk kepentingan proyek jalan tol dengan menggunakan aturan perundang-undangan tentang wakaf dan fiqh wakaf. Pendekatan sosiologis yakni upaya penyelesaian hambatan  penggantian tanah wakaf     untuk kepentingan proyek jalan tol dengan menggunakan pendekatan pada para tokoh agama, nadzir, dan masyarakat. Pendekatan filosofis artinya upaya penyelesaian hambatan  penggantian tanah wakaf  untuk kepentingan proyek jalan tol dengan melihat komponen yang ada dalam upaya penegakan hukum, yakni; legal structure, legal substantion, dan legal culture.
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